




























"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota 
atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) 
bu/an sebelum tanggal penetapan pasangan ca/on sampai dengan akhir 
masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri." 

Bahwa dalam bagian Penjelasan UU Pemilihan, terhadap Pasal 71 ayat 
(2) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Penggantian" adalah
hanya dibatasi untuk Mutasi Dalam Jabatan;

4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian
Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah (selanjutnya ditulis
Permendagri 73), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

"Gubernur atau Waki/ Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6
(enam) bu/an sebelum tanggal penetapan pasangan ca/on sampai
dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

"Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usu/an
permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,
dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat
pimpinan tinggi pratama."

5. Bahwa di dalam Peraturan Perundangan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1 angka 9 Permendagri 73, berbunyi sebagai berikut:
"Penggantian Pejabat adalah Pemindahan Pejabat dari satu jabatan
ke jabatan lain baik pada jabatan setara ataupun jabatan yang tidak
setara"

6. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Sadan Kepegawaian
Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi,
mendefenisikanistilah Mutasi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, berbunyi:

"Mutasi adalah perpindahan tugas danlatau lokasi dalam 1 (satu)
lnstansi Pusat, antar -lnstansi Pusat, 1 (satu) lnstansi Daerah, antar­
lnstansi Daerah, antar-lnstansi Pusat dan lnstansi Daerah, dan ke
perwakilan Negara Indonesia di /uar negeri serta atas permintaan
sendiri."

7. Bahwa Pasangan Galon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. dan
LISDYARITA, S.H. yang ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Galon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
Nomor 1163 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Galon Bupati
dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
tertanggal 22 September 2024 yang berstatus sebagai petahana,
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